TIMELINE PROGRAM/ KEGIATAN
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN/ MINGGU Ke-
PENANGGUNG
NO PROGRAM/KEGIATAN JAWAR Frekuensi Jan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus | September | Oktober | November | Desember PJ KET
1 123411 (213141121341 12314[1t)123142 1231411234122 |13 14112341 (2|34 |22 (3|41 |23 [4
A Layanan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kordiv HPS
301 Koordinasi Penanganan Pelanggaran
302 Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses
A |Pembinaan Divist Hukum dan 5 kali
Penyelesaian Sengketa
Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Divisi Hukum dan :
B ) . 1 Kali
Proses Pemilu Penyelesaian Sengketa
c Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Divisi Hukum dan 1 Kall
Sengketa Proses Pemilu Penyelesaian Sengketa
D Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa  |Divisi Hukum dan 1 Kall
Antar Peserta Pemilu Penyelesaian Sengketa
c Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Divisi Hukum dan 1 Kall
Sengketa Proses Pemilu Penyelesaian Sengketa
B Laporan Hasil Pencegahan/Pengawasan Pemilu
Kordiv P2 H
301 Pengawasan Pemilu Partisipatif
NOUIUITTAlOl UIVISI
A Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ~ [Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
NGSHERRItH R
B Pengembangan Pojok Pengawasan Bawaslu |Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
NGSHRRitoH R
C Webinar Pojok Pengawasan Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
NosHefritet B
D Rapat Koordinasi Pengembangan/Pembinaan [Pencegahan, Parsitipasi 1 Kall
Desa Pengawasan dan Desa APU Masyarakat, dan
Y6tRfat Rge=lat
F PERANSAKA Daerah Ke-9 Tahun 2023 Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
Macviaraleat dan
303 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Koordinator DIVISI
A Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan  |Pencegahan, Parsitipasi | 2 Kali
Macvarakat dan
Pemutakhiran Data Pemilih Tetap
304 ,
Berkelanjutan




Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data

Koordinator Divisi

A Pemilifi Tetap Berkalanjutan Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
Masyarakat, dan
305 Fasilitasi Penguatan Pemahaman
Kepemiluan Kepada Disabilitas
Koordinator DivisI
A Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
Masvarakat dan
6661 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Rapat Pembahasan Perencanaan Program
301 dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu Bawaslu Kabupaten/ Kota
AOQOTAINdor DIVISI SUIVI,
A Rapat Penyusunan Renja dan Anggaran Organisasi, Pendidikan 1 Kali :
dan Dalatihan SDMO lelat
Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan
302
Non Peraturan Bawaslu
Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Koordinator Divis . :
A Hukum dan Penyelesaian| 2 Kali
Hukum Non Perbawaslu Senaket
engketa HPS
Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas
303 ”
Pemiliu
Fasilitasi Pembinaan Aparatur Administrasi Koord|.natc?r DIV'S'. .SDM’ .
A . Organisasi, Pendidikan 2 Kali
dan Konsolidasi dan Pelatihan
an relatina SDMO Diklat
Koordinator Divisi SDM,
B Koordinasi Pembentukan Pengawas Ad-Hoc |Organisasi, Pendidikan 1 Kali
dan Pelatihan SDMO Diklat
Bimtek Pengelolaan Administrasi :
¢ Kesekretariatan S Kl Korsek
Koordinator Divisi
304 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif HENESEEh P 2 Kali
Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat PoH
Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan
305
Pelanggaran
Koordinator Penanganan
A Webinar Penanganan Pelanggaran Pelanggaran, Data dan 2 Kali

Informasi

PP Datin




Rapat Koordinasi dengan OPD dalam Rangka

Koordinator Penanganan

B Mewujudkan Netralitas ASN Pelangggran, Data dan T Kal )
Informasi PP Datin
B Rapat Koordinasi dengan OPD dalam Rangka Ezlc;rr(]ilna;;);nP%naa}[diaannan 9 Kal
Mewujudkan Netralitas ASN ggaran, .
Informasi PP Datin
Koordinator Penanganan
E Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran |Pelanggaran, Data dan 6 Kali
Informasi PP Datin
Koordinator Penanganan
F Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pelanggaran, Data dan 1x
Informasi
Koordinator Penanganan
G Piket Gakkumdu Pelanggaran, Data dan 10 Kali
Informasi
H Saksi Ahli 3 Kasus
Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian
306
Sengketa
A Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa Divisi Hukum dan 1 Kall
dengan KPU dan Partai Politik Penyelesaian Sengketa HPS
Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa  |Divisi Hukum dan :
B : . 1 Kali
Antar Peserta Pemilu Penyelesaian Sengketa HPS
Webinar Pengembangan Pojok Pengawasan [Divisi Hukum dan :
C . 1 Kali
Bawaslu Kab/Kota Penyelesaian Sengketa HPS
Supervisi dan Monitoring Potensi Sengketa  [Divisi Hukum dan :
D : . 10 Kali
Proses Pemilu Penyelesaian Sengketa
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Divisi Hukum dan :
E : . 5 Kali
Pemilu Penyelesaian Sengketa
307 Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan
A Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Ix
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan
308
Kelembagaan Bawaslu
Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Kab/Kota dan :
A 2 Kali
Panwascam Ketua
Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas
401 :
Pemilu (Kecamatan)
A Fasilitasi Pembinaan Aparatur Administrasi 4 Kali

dan Konsolidasi




Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan

il (Kecamatan)
A Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan 20 Kal
(Kecamatan)
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
6839
PEMILIH
Publikasi dan Dokumentasi Pengawawasan
301 Pemutakhiran Data Pmilih dan Penyusunan
Daftar Pemilih
A Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal AT 5 Kali
e Ressrangn hasiasi 2l
Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahap Penceqahan. Parsitivasi
B Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan g ’ P 1 Kali
" Masyarakat, dan
Daftar Pemilih i Mot sesplonst
302 Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan
Penyusunan Daftar Pemilih
Rapat Kerja pemutakhiran Data Pemilih dan Koordinator Divisi e
o Pencegahan, Parsitipasi :
A Penyusunan Daftar Pemilih di Bawaslu 4 Kali
Kab/Kota Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat P2H
Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih dan AELEATECIEN e
p Pencegahan, Parsitipasi :
B Penyusunan DaftarPemilih di Bawaslu 4 Kali
Kab/Kota Masyarakat, dan
Eubunqan Ms_syqrakat
Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan oordinator Divis e :
C : Pencegahan, Parsitipasi | 4 Kali
Pemilu 2024
Masvarakat. dan
Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan
303 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan
Daftar Pemilih
o Koordinator Divisi
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Penceaahan. Parsitioasi
A Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan g ’ P 2 Kali
. Masyarakat, dan
Penyusunan Daftar Pemilih '
Hubungan Masyarakat PP Datin
6839 Penanganan Perkara
Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran
302 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan
Data Pemilih
Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan  |Koordinator Penanganan
A Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan |Pelanggaran, Data dan 6 Kali
Daftar Pemilih Informasi
PP Datin
6840 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga




Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan

S Penetapan Peserta Pemilu
Koordinator DIVISI
A Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal Pencegahan, Parsitipasi | 5 Kali
Maswirkat ot U
Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahap Pencegahan, Parsitipasi :
B : 1 Kali
Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu Masyarakat, dan
Huhinaan Macuaralat P2H
302 Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu
(kab/kota)
Rapat pengawasan penetapan peserta pemilu AOOIAMAOTUIVST :
A Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
(kab/kOta) Maecvarakat dan
Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan
303 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
(kab/kota)
Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan |Koordinator Divisi
A Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu  [Pencegahan, Parsitipasi 1 Kali
(kab/kota) Masyarakat, dan PP Datin
6841 PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH
PEMILIHAN
Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah
301 kursi dan penetapan daerah pemilihan
(kab/kota)
Kooramator DIVIST
A Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal Pencegahan, Parsitipasi | 2 Kali oo
Macvarakat dan
Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahap ’F}Z‘;(’:‘g;;;]‘;rn”g:r'smpasi
B Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan ’ 1 Kali
" Masyarakat, dan
Daftar Pemilih L Macunrabat
302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan
Penetapan Daerah Pemilihan (kab/kota)
A Rapat pengawasan penetapan jumlah kursi  |Koordinator Divisi 1 Kall
dan penetapan daerah pemilihan (kab/kota) |Pencegahan, Parsitipasi SDMO Diklat
6841 PENANGANAN PERKARA
Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran
301 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan
Daerah Pemilihan
Rapat Penanganan Pelanggaran Tahapan
A Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan 4 Kali
Daerah Pemilihan PP Datin
6842 PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA

ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA




301

Publikasi dan dokumentasi pengawasan
pencalonan presiden dan wapres serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD

Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal

Koordinator Divisi
Pencegahan, Parsitipasi
Masyarakat, dan

5 Kali

P2H

Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahap
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan

1 Kali

Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi

3 kali

302

Pengawasan Pencalonan Presiden dan
Wapres serta anggota DPR, DPD, dan DPRD

Rapat Pengawasan Pencalonan Presiden dan
Wapres Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD

1 kali

303

Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan
pencalonan presiden dan wapres serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD (kab/kota)

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada
Tahapan pencalonan presiden dan wakil
presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD

4 kali

6842

PENANGANAN PERKARA

301

Pengelolaan data penanganan pelanggaran
pencalonan presiden dan wakil presiden serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD

PP Datin

Rapat validasi data penanganan pelanggaran
pencalonan presiden dan wakil presiden serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD

3 kali

302

Penyelenggaraan penanganan pelanggaran
pencalonan presiden dan wakil presiden serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD

Rapat penanganan pelanggaran tahapan
pencalonan presiden dan wakil presiden serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD

3 kali




Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses

303 pencalonan presiden dan wakil presiden serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD
Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses
A pencalonan presiden dan wakil presiden serta 3 kali
anggota DPR, DPD, dan DPRD
6849 LAYANAN BMN
301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
A Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota 1 kali
Korsek
6849 LAYANAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran
Bawaslu Kab/kota
A Rapat Penyusunan Renja dan Anggaran 1 Kali SDM O Diklat
6849 LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan
Bawaslu Kab/Kota
A Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kab/Kota  |Koordinator Sekretariat 1 kali Korsek
6850 PENGELOLAAAN ORGANISASI DAN SDM
301 Fasilitasi pengelolaan pelayanan hukum di
Bawaslu kab/kota SDMO Diklat
A Rapat pengelolaan layanan hukum di 2 kal
Bawaslu Kab/kota SDMO Diklat
302 Kajian hukum di Bawaslu Kab/kota SDMO Diklat
A Rapat identifikasi permasalahan perbawaslu 1 kal
atau produk hukum non perbawaslu SDMO Diklat
Rapat penyusunan kajian hukum perbawaslu .
B 1 kali
atau produk hukum non perbawaslu
6850 LAYANAN UMUM
Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan
301
Kelembagaan Bawaslu
A tanpa sub komponen 3 kali SDMO Diklat
6850 LAYANAN BANTUAN HUKUM
301 Bantuan hukum di bawaslu kabupaten/kota HPS
A Jasa konsultan (advokat) 1 kali




6850

LAYANAN MANAJEMEN SDM INTERNAL

Manajemen SDM pengawas dan

301 kesekretariatan bawaslu kabupaten kota
A Peningkatan kapasitas dan SDM Bawaslu 1 kali
Kabupaten Kota SDMO Diklat
B Pembinaan Kode etik bagi pengawas ad hoc 1 kali
4355 LAYANAN REFORMASI KINERJA
Implementasi reformasi reformasi birokrasi
301 .
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
Rapat koordinasi reformasi birokrasi Bawaslu :
A o 1 kali
dan Bawaslu Provinsi
4356 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN INFORMASI BAWASLU
Pengelolaan kehumasan peliputan dan
301 dokumentasi serta informasi publik Bawaslu
kab/kota P2H
Koordinator Divisi
A |Penerbitan Buletin Penceganan, Parsitipasi | 4\,
Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat
Koordinator Divisi
B |Pelatihan Penulisan Berita dan Video Pencegahan, Parsitipasi |y,
Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat
Koordinator Divisi
C Konsultasi Kehumasan ke Bawaslu Provinsi FOMECEIEN, [FEIELER 1 kali
Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat
4356 LAYANAN DATA DAN INFORMASI
301 Pengelolaan dan pelayanan layanan data dan
informasi publik bawaslu kab/kota PP Datin
Koordinator Divisi
A Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten kota Penceganan, Parsitipasi 1 kali
Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat
Koordinator Divisi
B Konsultasi data Informasi ke Bawaslu Provinsi HEMECEIEN, [FEELER 1 kali

Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat



















